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ABSTRAK

Diskriminasi berbasis gender merupakan versi keamanan non tradisional yang kerap
dialami oleh masyarakat tidak mengenal dimana dan siapa. Diskriminasi berbasis gender
berakar dari disparitas dan konstruksi sosial akibat budaya dan sistem berpikir yang patriarki.
Maka dalam rangka mengakhiri diskriminasi terhadap perempuan, Perserikatan Bangsa-
Bangsa menerbitkan Konvensi CEDAW pada 18 Desember 1979. Indonesia meratifikasi
Konvensi CEDAW melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1984. Ratifikasi tersebut telah
diformulasikan ke daerah-daerah salah satunya adalah Kabupaten Musi Banyuasin. Kabupaten
Musi Banyuasin memiliki beragam regulasi, strategi, serta program-program dalam rangka
pemberdayaan perempuan untuk mengakhiri diskriminasi berbasis gender di Musi Banyuasin.
Penelitian ini mengaplikasikan metode observasi deskriptif kualitatif. Penelitian ini
mendeskripsikan penerapan CEDAW dalam rangka pemberdayaan perempuan di Musi
Banyuasin melalui konsep rezim internasional dan implementasi rezim internasional.
Implementasi rezim internasional meliputi dimensi yang terdiri dari international law,
national law, dan administrative act. Dengan turunan pengarusutamaan gender, kebijakan
responsif gender di daerah, dan strategi serta program di daerah. Melalui penerapan konsep
tersebut ditemukan jawaban dari pertanyaan penelitian ini.
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ABSTRACT

Gender-based discrimination is a non-traditional version of security issues that is often
experienced by people at any time and to anyone. Gender-based discrimination is rooted in
disparity and social construction due to a patriarchal culture and thinking system. In this
regard, women and girls are the most vulnerable. So in order to end discrimination against
women, the United Nations issued the Convention on the Elimination of All Forms of
Discrimination against Women or the CEDAW Convention on 18 December 1979. Indonesia
also ratified the CEDAW Convention through Law Number 7 of 1984 concerning Ratification
of the CEDAW Convention. The ratification has been formulated for regions, one of which is
Musi Banyuasin Regency. Musi Banyuasin Regency has various regulations, strategies, and
programs in the context of empowering women to end gender-based discrimination in Musi
Banyuasin. This research applies descriptive qualitative research methods. This describes the
application of CEDAW in the context of empowering women in Musi Banyuasin through the
concept of an international regime and the implementation of an international regime. The
implementation of the international regime includes dimensions consisting of international
law, national law, and administrative acts. With derivatives of gender mainstreaming, gender
responsive policies in the regions, and strategies and programs in the regions. Through the
application of the concept, the answers to the research questions were found.

Keywords: CEDAW, Musi Banyuasin, Women’s Empowerment, International Regime
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berakhirnya Perang Dingin memicu keamanan menjadi semakin kompleks.
Keamanan dianggap sebagai permasalahan yang pelik, karena konsep state — centric tidak
lagi dianggap sebagai satu-satunya aktor melainkan pula timbul pelaku keamanan lagi yaitu
organisasi internasional pemerintah; organisasi internasional non-pemerintah bahkan
masyarakat. Landasan tolak ukur isu keamanan bagi Barry Buzan terbagi menjadi lima sudut
pandang yaitu, lingkungan, ekonomi, politik, sosial, dan militer (Yani, Montratama, &
Mahyudin, 2017). Di dalam teori Copenhagen School, Barry Buzan menyatakan bahwa
permasalahan keamanan saat ini bukanlah lagi tentang masalah tradisional, melainkan
menjadi semakin kompleks menjadi isu keamanan non tradisional dan erat kaitannya dengan
keadaan manusia seperti perkara lingkungan, pangan, diskriminasi berbasis gender dan lain

sebagainya (Buzan, 1991).

Permasalahan keamanan sangat beragam, sebagai contoh diskriminasi dan kekerasan
berbasis gender. Diskriminasi berbasis gender hari ini masih banyak ditemukan di seluruh
dunia. Ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender telah secara langsung mempengaruhi
kehidupan sebagai seorang perempuan, sebagai contoh, diskriminasi dalam kehidupan
rumah tangga, kehidupan bermasyarakat, kedudukan dalam lembaga tertentu yang tidak
setara, upah yang tidak memadai, pembangunan daerah yang tidak responsif gender, serta
kerap mengalami kekurangan perlindungan kesehatan. Seluruh perempuan berhak atas
terhindar dari diskriminasi dan kekerasan, untuk dapat merasakan standar kehidupan yang
lebih layak (Amnesty International, 2020). Diskriminasi berbasis gender melingkupi laki-

laki dan perempuan, yang bersumber dari ketimpangan sosial pada sebuah komunitas dan



perempuan adalah yang paling rentan. Kadang kala, kekerasan dan diskriminasi berbasis
gender berakar dari ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender (The UN Refugee Agency,
2020). Meninjau ketimpangan ini, maka lahirlah peraturan internasional yang mengatur
tentang penyelesaian terhadap masalah global terkait diskriminasi atas perempuan. Hal ini

tercermin dalam kesepakatan internasional seperti Konvensi CEDAW.,

Konvensi CEDAW berakar dari Deklarasi Hak Asasi Manusia (UDHR) oleh PBB
yang mana deklarasi ini mengatur terkait perangkat guna menjamin kehidupan seorang
individu dan memuat beberapa pasal. Pasal di dalam deklarasi ini mencakup koherensi
seorang individu mencakup hak-hak dalam politik, sipil, agama, sosial, dan hak ekonomi
serta mendapatkan jaminan sosial serta bagaimana individu dapat terlibat langsung dalam
program masyarakat. Meskipun begitu, UDHR belum sepenuhnya dapat menjamin hak-hak
khususnya bagi perempuan. Saat ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menerbitkan
beberapa perjanjian guna menjamin proteksi terhadap hak-hak asasi manusia. CEDAW
sendiri memiliki filsafat seperti non diskriminasi; persamaan substantif; dan bagaimana
komitmen negara mengimplementasikan dengan upaya memberdayakan dan melindungi hak
dan kewajiban perempuan. Hadirnya CEDAW berakar dari falsafah liberalisme dengan
menuntut keadilan. Kehidupan liberal dalam CEDAW selaras dengan pernyataan eliminasi
diskriminasi atas perempuan, karena menuntut hak-hak perempuan untuk memiliki hak

setara di ruang publik (Farida, 2011).

Konvensi CEDAW memuat beberapa pertimbangan beserta pasal-pasal yang
mengatur tentang hak asasi perempuan. Pasal tersebut terdiri atas beberapa bagian dan 30
Pasal, diantaranya adalah Pada Bagian |, terdapat Pasal 1-6 membagi prinsip-prinsip yang
termaktub dalam implementasi konvensi, yaitu prinsip non diskriminasi; prinsip kesamaan

subtantif; dan kewajiban negara peratifikasi. Bagian Il, memuat Pasal 7-9 terkait pemenuhan



hak politik dan sipil bagi perempuan. Bagian |1l memuat Pasal 10-14 terkait pemenuhan hak
perempuan di bidang budaya, ekonomi, dan sosial. Bagian IV terdapat Pasal 15 terkait
kesamaan hak bagi laki-laki dan perempuan pada hukum. Bagian V Pasal 17-22 mengatur
terkait Komite CEDAW, Sistematika Pelaporan serta Pengawasan. Pemberdayaan
perempuan dalam Konvensi CEDAW pada penelitian ini berfokus pada Pasal 11 Hak
Pekerja, Pasal 13 Hak Ekonomi dan Sosial, dan Pasal 14 Hak Perempuan Pedesaan.
Indonesia ialah satu dari ramainya negara yang meratifikasi CEDAW tepatnya pada 24 Juli
1984. Setelah mengesahkan CEDAW, Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang No. 7
Tahun 1984 mengenai ratifikasi konvensi PBB terkait eliminasi diskriminasi atas perempuan
(Farida, 2011). Indonesia juga berupaya melalui kelembagaan seperti Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Komisi Nasional Anti Kekerasan

terhadap Perempuan.

Dalam proses implementasi kebijakan tersebut, Indonesia melalui beberapa
pertimbangan mengenai hak asasi manusia. Maksudnya, beragam varian diskriminasi
perempuan harus diatasi lantaran tidak selaras dengan Pancasila serta Undang-Undang Dasar
1945. Asas-asas yang termaktub dalam Konvensi CEDAW juga tidak berseberangan dengan
Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 begitu pun peraturang perundang-undangan yang
telah berlaku di Indonesia. Karena sama mendukung kesamaan hak antar manusia. Maka
dari itu Indonesia menandatangani Konvensi CEDAW saat Konferensi PBB untuk
perempuan di Copenhagen, Denmark pada 29 Juli 1980 dan meratifikasi konvensi pada
1984. Indonesia meratifikasi Konvensi CEDAW melalui persetujuan oleh Dewan

Perwakilan Rakyat (DPR) selaras dengan Pasal 11 UUD 1945 (JDIH BPK RI).

Pada masa pemerintah Presiden Abdurahman Wahid, diterbitkan Inpres No. 9 Tahun

2000 mengenai Pengarusutamaan Gender. Guna mempererat hukum dan regulasi terkait



PUG, maka pada 2006 lalu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
(Kemenpppa) telah memformulasikan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) mengenai
PUG (DPPPA Provinsi Sulawesi Utara, 2017). Dalam upaya memaksimalkan pemerataan
dan terciptanya pembangunan berkelanjutan di daerah, maka pembaharuan nasional yakni
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 mengikutsertakan
poin pengarusutamaan gender dalam rangka pembangunan daerah yang responsif gender dan
ramah perempuan termasuk pemenuhan hak, perlindungan, serta pemberdayaan perempuan

baik itu di jangka nasional maupun daerah (Kemenpppa, 2018).

Hadirnya CEDAW dalam hubungan internasional tidak serta merta menjadikan
perempuan terbebas dari diskriminasi. Saat ini, ketidaksetaraan gender kerap masih
menghantui perempuan di seluruh dunia termasuk Indonesia. Kebiasaan berpikir patriarki
menjadikan Indonesia menghadapi tantangan dalam menerapkan CEDAW (Sinombor,
2021). Berdasarkan indikator kesetaraan gender yang diterbitkan oleh UNDP. Dari 162
negara, Indonesia menempati rangking ke 103 yang mana berada pada tingkat ketiga
terendah tingkat kawasan Asia Tenggara. Menurut Indikator Pembangunan Gender (IPG),
Indonesia memperoleh nilai 90,99 pada 2018. Sedangkan menurut Indikator Pemberdayaan
Gender memperoleh nilai 72,1. Hal ini dilatarbelakangi oleh tingkat keterlibatan perempuan
di ranah publik yang masih jauh tertinggal dibandingkan laki-laki. Maka dalam
mengkonstruksi pembangunan berkelanjutan, harus ada pola responsif gender karena
perempuan adalah yang paling rentan terdampak kekerasan dan diskriminasi hingga

memerlukan perlindungan dan pemberdayaan secara menyeluruh (Winahyu, 2020).

Dalam rangka mengakhiri diskriminasi terhadap perempuan, maka pemberdayaan
perempuan merupakan upaya progresif yang kerap dilakukan oleh beberapa negara hingga

ke daerah tertentu. Karena pemberdayaan merupakan salah satu taktik guna menjamin hak



perempuan yang tidak terbatas hanya pada tujuan menggapai kesetaraan dan keadilan
gender, melainkan juga memanifestasikan tujuan pembangunan berkelanjutan poin lima.
Pada tujuan pembangunan berkelanjutan poin lima menargetkan untuk kesetaraan dan
keadilan gender. Dalam hal ini, sasaran ke lima adalah untuk seluruh varian diskriminasi
perempuan dengan memberdayakan seluruh perempuan serta anak perempuan. Selain itu,
sasaran poin lima berupaya melenyapkan seluruh motif kekerasan terhadap perempuan
dengan memenuhi hak perempuan. Bahwa perempuan mampu berkontribusi dalam ruang
publik di seluruh level. Lalu, melenyapkan seluruh motif praktik yang berisiko bagi
perempuan seperti sunat perempuan serta pernikahan secara paksa. Kemudian, melakukan
pemantauan terhadap adanya akses secara menyeluruh terhadap kesehatan reproduksi dan
seksual berdasarkan kesepakatan pada Aksi Platform Beijing serta Program Aksi Konferensi

Internasional terkait Kependudukan dan Pembangunan (United Nations, 2018).

Selain pemberdayaan perempuan akan berkontribusi terhadap kelangsungan hidup
mereka sendiri, hal ini juga akan membantu keberhasilan dalam penerapan prinsip yang
termaktub pada CEDAW (Peace Corps, 2011). Pemberdayaan perempuan diartikan sebagai
upaya dalam publisitas hak-hak perempuan termasuk kemampuan dan kewajiban bagi
perempuan itu sendiri maupun perubahan sosial di sekitarnya (World Vision, 2019).
Pemberdayaan perempuan menjadi hal yang krusial dalam mencapai keadilan dan
kesetaraan gender. Pemberdayaan perempuan ialah sebuah proses untuk mengkonstruksi
perubahan distribusi kekuasaan laki-laki dan perempuan, baik dalam hubungan ikatan
interpersonal atau berada di kelembagaan masyarakat. Dalam melawan diskriminasi dan
kekerasan terhadap perempuan, harus dilalui oleh proses pemberdayaan (Kabeer, 2005).
Menurut Dana Kependudukan Perserikatan Bangsa-Bangsa, perempuan mampu menetapkan
sendiri pilihan dan menyandang pintu masuk terhadap sumber daya yang dapat menjamin

kelangsungan hidup perempuan. Pemberdayaan perempuan diperlukan guna menghadirkan
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peran gender dan merealisasikan upaya pengarusutamaan gender melalui koordinasi dalam
pendidikan, sosial, politik, ekonomi dan lembaga legislatif serta memastikan keikutsertaan

perempuan dalam ranah publik (Lohani & Aburaida, 2017).

Ratifikasi CEDAW di Indonesia telah diformulasikan oleh daerah-daerah di
Indonesia dalam rangka mengakhiri diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan yakni
melalui pemberdayaan perempuan, salah satu daerah tersebut adalah Kabupaten Musi
Banyuasin. Dalam melaksanakan program yang ramah perempuan, Musi Banyuasin
mengacu pada regulasi nasional atas Ratifikasi CEDAW dan strategi PUG (DPPPA Musi
Banyuasin, 2020).

Musi Banyuasin merupakan salah satu kabupaten yang mengantongi penghargaan
Anugerah Parahita Ekapraya (APE) pada 2018 dan 2020. Anugerah Parahita Ekapraya
(APE) ialah sebuah bentuk penghargaan kepada pemerintah pusat atau daerah dalam upaya
nya untuk memaksimalkan dan menerapkan keseimbangan dan keadilan gender melalui
strategi Pengarusutamaan Gender (MUBA Kab, 2021). Penghargaan ini diperoleh melalui
upaya pemerintah dengan menerbitkan regulasi dan program urgensi terkait yang inovatif
yang ditinjau dari tujuh indikator. Saat ini, terdapat tujuh RPJMD Kabupaten Musi
Banyuasin 2017-2023 dan pemberdayaan perempuan merupakan misi ketujuh RPJMD
tersebut yakni memberdayakan perempuan, melindungi anak dan penyandang disabilitas
(Ariana, 2021). Meski begitu dalam penerapannya, Musi Banyuasin memiliki beberapa
hambatan seperti diskriminasi yang berkembang di masyarakat dan budaya patriarki yang
kental. Diskriminasi terhadap perempuan di Musi Banyuasin terdapat pada sektor ekonomi
dan politik. Pada ekonomi, perempuan seringkali dianggap tidak bisa bekerja yang terlalu
berat. Sedangkan pada politik, masyarakat masih memiliki rasa kurang percaya terhadap
eksistensi perempuan. Bahwa perempuan juga mampu dalam kepemimpinan dan berada di

parlemen. Maka dalam hal ini, Musi Banyuasin berupaya untuk membuat masyarakat saling
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menyadari peran masing-masing dengan cara mengikutsertakan kemitraan gender dalam
pembangunan. Dalam mengatasi diskriminasi perempuan di Musi Banyuasin, terdapat
beberapa tantangan juga seperti angka kemiskinan bagi perempuan masih relatif tinggi
sehingga sedikit menghambat perkembangan keadilan dan kesetaraan gender dan kurang
optimalnya peran serta masyarakat dalam rangka pemberdayaan perempuan (DPPPA Musi
Banyuasin, 2020).

Tabel 1.1 Tabel Jumlah Persentase Indeks Pembangunan Gender Musi Banyuasin
Tahun 2017-2020

Tahun Indeks Pembangunan Gender (IPG)
2017 81,97 %
2018 82,68 %
2019 82,85 %
2020 82,90 %

(Sumber: Badan Pusat Statistik)

Bersumber pada data stastistik dari Badan Pusat Statistik, disebutkan bahwa Indeks
Pembangunan Gender (IPG) di Musi Banyuasin terhitung sejak 2017-2020 semakin
mengalami peningkatan. Pada 2017 IPG Musi Banyuasin memperoleh nilai 81,97; kemudian
pada 2018 memperoleh 82,68; pada 2019 memperoleh 82,85; pada 2020 memperoleh nilai
82,90 (Badan Pusat Statistik). Pada dasarnya, Indeks Pembangunan Gender (IPG) ialah suatu
cara untuk mengukur ketimpangan yang ada antara perempuan dan laki-laki (Kertati, 2021).
Data ini menunjukkan bahwa IPG di Musi Banyuasin telah meningkat dikarenakan
pemberlakuan program pembangunan dengan pola yang responsif gender serta ramah

perempuan.



Tabel 1. 2 Indeks Pemberdayaan Gender Musi Banyuasin Tahun 2018

No | Kabupaten | IDG | Keterlibatan | Perempuan Sumbang | Peringkat
Perempuan | Sbg Tenaga | Perempuan di
di Parlemen Manajer, dalam Provinsi
(%) Propesional, | Pendapatan
Administrasi, | Kerja (%)
Teknis (%)
1 Musi 73.01 20.00 49.99 34.96 1
Banyuasin

(Sumber: DPPPA Musi Banyuasin)

Data yang penulis peroleh dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Musi Banyuasin bahwa pada 2018, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
Musi Banyuasin sebesar 73,01 dengan indikator ada jumlah keterlibatan perempuan pada
parlemen sebesar 20,00; disusul oleh keterlibatan perempuan sebagai tenaga administrasi
dan teknis terkait sebesar 49,99; kemudian sumbang perempuan dalam pendapatan kerja
sebesar 34,96. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan perempuan di Musi
Banyuasin telah hampir mencapai IDG Sumatera Selatan sebesar 74,37 pada 2018. Realisasi
pemberdayaan perempuan di Musi Banyuasin cukup tinggi dikarenakan dengan hadirnya
misi ketujuh pada RPJMD Musi Banyuasin serta upaya-upaya dari program pemberdayaan
perempuan yang dilakukan olen DPPPA Kabupaten Musi Banyuasin. (DPPPA Musi
Banyuasin, 2020).

Dengan melihat kesinambungan dan tindakan progresif yang membangun di Musi
Banyuasin dalam rangka pemberdayaan perempuan melalui komitmen, strategi, program,
dan sarana pendukung lainnya. Maka penulis tertarik untuk observasi terkait bagaimana

penerapan CEDAW dalam rangka pemberdayaan perempuan di Musi Banyuasin tahun 2018

—2021.



1.2. Rumusan Masalah

Bersumber pada latar belakang yang telah dideskripsikan sebelumnya, penulis
merumuskan suatu masalah dari penelitian ini, yakni “Bagaimana Penerapan Convention
on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) Dalam

Rangka Pemberdayaan Perempuan di Musi Banyuasin Tahun 2018 — 2021?”

1.3.  Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini demi memenuhi tugas akhir sebagai persyaratan memperoleh
gelar S1 dan agar dapat dijadikan sebagai kajian penelitian guna memudahkan penelitian
selanjutnya sebagai referensi yang akurat. Tujuan penelitian ini yakni mendeskripsikan dan
mengkaji bagaimana upaya yang dilakukan oleh Musi Banyuasin dalam memberdayakan
perempuan. Penulis berharap penelitian ini mampu menjadi acuan dalam melihat

pemberdayaan perempuan di daerah berdasarkan perspektif hubungan internasional.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu membagikan informasi serta masukan dengan data
yang akurat dan aktual teruntuk para pembaca dan penelitian selanjutnya terkait penerapan
Convention on the Elimination of All Forms of Dicsrimination Against Women (CEDAW)

dalam rangka pemberdayaan perempuan di Musi Banyuasin Tahun 2018-2021.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan agar mampu dijadikan sebagai salah satu acuan bagaimana
pemberdayaan perempuan menjadi begitu penting untuk dilakukan melalui pembangunan

daerah yang responsif gender dan mampu melihat bagaimana Musi Banyuasin mampu
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memberdayakan perempuan dengan mengacu pada nilai-nilai yang terkandung dalam

Convention on the Elimination of All Forms of Dicsrimination Against Women (CEDAW).
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